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Pemerintah Kota Dumai
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Bidang Pemblayaan

Dasar Hukum |

Undang-Lindang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan
Pesmbangunan Nasional (Lembaren Nagers Republik Indonesia Tabun 2004 Nomar
104, Tambahan Lembaran Negar Repullik indonesia Momor 4421)

Unidang-Undang Mormor 23 Tahun 2044 tentang Pemerintaban Deerah (lembaran
Megara Reapubl Indonesia Tahun 2014 nomor 244)

Paraturan Pemarintah Republik Indonesia Momor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolamn Keuangan Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Wemar 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4578)

Lindang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dasrah yang ielah

h dengan Paraturan Pemarintah Panggarti Uindang-Undang (PERPFU)
Wamar 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uindang Normor 23 Tahun
2014 tentana Pemerintah Dasrah
Paraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 38 Tabun 2007 tentang
Pambagian Lrusan Pemenntahan antars Pemerintsh, Pemerintahan Dasrah
Propinsi dan Pemarintahan Deerah Kabupaten/iota | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negars Republik indonest
Momor 4T3T)
Paraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 26 Tahun 2008 tentang Rencana
wta Rusng Wilayah Nasional (Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2008
Womar 48)
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Perwluran Perneintsh Repubdl indonesia Nomor 2 Tislwn 2018 (entang Slander
Paiayanan Minimal {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomes 2}

Paraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencans Pembangunan Jangka
Menangah Nasional Tahun 2015-2018

Paraturan Menten Dalam MNegsn Republik indonesia Nomer 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ates Peraturan Mentsn Dalarm Neger Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Padoman Pangalclaan Kauangan Desrah

Peraturan Menteri Dalam Megarn Republl indonesia Momor 88 Tahun 2017 tentang
Tats Cara Perencanaan, Pengendslisn dan Evaluasi Pembangunan Dasrah, Tats
Cara Evalussl Rencangan Peraturan Dasrah Tentang Rencana Pembangunan

Panjang Deerah den Rencana Pembangunan Jengks Menangah Dasrah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pambangunan Jangka Panjang Dasmah,
Rencana Pembangunan Jangks Menengsh Daerah, dan Rencans Karja Pemerintah
Dwarah

Paraturan Dasrsh Propinel Riau Nomar 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ates

Peraturan Dasrah Momor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Munangsh Dosrah Provieel Risu Takun 2014 - 0189

Peraturan Deersh Kots Dumal Nomar 13 Tahun 2014 fentang Rencana
Jangka Panjang Deerah (RPJPD) Kot Dumai Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kota Dumal Namar 2 Tabun 2018 tertang Perubahan Ates
Peratunan Daeran Kota Dumal Momor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana
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Paraturan Dasrah Kots Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
BuUBLNAN kat deerah Fots Durnai

| Mamiiki kewenangan dalam penyusunan RKPD




Keterkaktan Peralatan | Perlengkapan

1. Peraturan perundang-undangan yang terkat;

2. Kebgakan pemenntah yang terkait

3. REPD provinss, RPJPD kota, RPJMD kota, RTRW kots, Renstra
1Pu=nc#n't Dasrah:

4. Hasil evaluasi RKPD pancdo lak

5. Data statistk sekurang-kurangnya 5 {lima) tahun terakhir;

B. Perengkat Kompuder.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanakan sesusi SOP, maka proses penyusunan RKPD ini tidak skanindikator kinerja, tanget, realisasi, dan persentase capasan kinafja
|berjadan lancar.




TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2020

reses/penjaringan
aspirasi masyarakat

; m'"' . 8appeda Stakeholder Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Persiapan Penyusunan T
- Penyusunan Draft 5K Tim Desember 2018 |SK Tim Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 73
Fancangan 5K Wako
Tim Penyusunan
RKPD
- orientasi mengena Undangan, Tempat, daftar |Desember 2018 |Penyamean persepsi Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 73
RKPD; hadir
- penyusunan agenda Draft Jadwal Desember 2018 |Jadwal Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 73
kerja tim penyusun
RKPD _
- penyiapan data dan Data SIPD terbaru, draft  |Desember 2018 |Update Data SIPD, Surat Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 73
informasi surat permintaan Data permintzan Data pendukung
perencanaan pendukung lainnya lainnya
pembzangunan
Daerah berdasarkan
SIPD
Penyusunan Ranwal )ﬁ RPIMD Kota Dumai, Desember 2018 |Dokumen Rancangan Awal RKPD | Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal
RKPD rancangan awal RKPD 74,75,77, 79; berpedoman pada RPIMD
provinsi Riau, Rencana kabupaten/kota, rancangan awal RKPD
Kerja Pemerintah, program provinsi, RKP, program strategis
strategis nasional, dan nasional, dan pedoman penyusunan
pedoman penyusunan RKPD
REPD
- DPRD memberikan pokok-pokok pikiran DPRD, | Desember- Hasil inputan pokok-pokok Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 78,
saran dan Sistern e-planning februari 2018  |pikiran DPRD di dalam Sistem e- |173; DPRD memberikan saran dan
pendapat berupa planning pendapat berupa pokok-pokok pikiran
pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan
DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi
hasil masyarakat sebagai bahan perumusan

kegiatan, lckasi kegiatan dan kelompok
sasaran yang selaras dengan pencapaian
sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang RPIMD disampaikan tertulis ke
Baopeds, disampaikan paling lambat 1
(satu) minggu sebelum Musrenbang
RKPD dilaksanakan, dimasukkan
kedalam e-planning bagi Daerah yang
telah memiliki 5IPD, Pokck-pokok
pikiran DPRD yang disampaikan setelah
melewati batzs waktu akan dijadikan
bahan masukan pada penyusunan
perubahan RKPD dasar perubahan APBD
tahun berjalan atau pada penyusunan
RKPD tahun berikutnya




Keglatan

Kelengkapan

Output

Keterangan

forum konsultasi
publik

Undangan, Tempat, daftar
hadir, nara sumber.

Januari 2019

Berita Acara Kesepakatan

Permendagri 86 Tahun 2018 Pasal 80;
dibahas bersama dengan kepala
Perangkat Daerah dan pemangku
kepentingan dalam forum konsultasi
publik untuk memperoleh masukan dan
saran penyempurnaan. dirumuskan
dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA
dan kepala Perangkat Daerah serta
perwakilan masyarakat yang hadir pada
konsultasi publik

rancangan awal
RKPD kepada Kepala
Daerah melalui

Sekretaris Daerah

Kepala Daerah tentang
pedoman penyempurnaan
rancangan awal Renja
Perangkat Daerah,
rancangan awal RKPD

tentang pedoman

Renja Perangkat Daerah

penyempurnaan rancangan awal

- Penyempurnaan berita acara kesepakatan [Januari 2019 Hasil Penyempurnaan Dokumen |Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 81;
rancangan awal konsultasi publik Rancangan Awal RKPD BAPPEDA menyempurnakan rancangan
RKPD awal RKPD berdasarkan berita acara

kesepakatan konsultasi publik

- Pengajuan konsep surat edaran Januari 2019 surat edaran Kepala Daerah Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 82;

BAPPEDA mengajukan rancangan awal
RKPD kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah untuk memperoleh
persetujuan sebagal bahan
penyempurnaan rancangan awal Renja
Perangkat Daerah

Penyampaian surat
edaran Kepala
Daerah kepada
kepala Perangkat
Daerah

sasaran dan prioritas
pembangunan Daerah,
program dan kegiatan
Perangkat Daerah disertai

serta pagu Indikatif

indikator dan target kinerja

Januari 2019,
paling lambat
minggu Il feb

Surat edaran

Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 83;
Surat edaran memuat agenda
penyusunan RKPD, pelaksanaan forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat
Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas
waktu penyampaian rancangan awal
Renja Perangkat Daerah kepada kepala
BAPPEDA untuk diverifikasi

Penyampaian Surat
Kepala Bappeda
Kota Dumal kepada
Camat

draft Surat Kepala
Bappeda Kota Dumai
kepada Camat Perihal
Panduan Pelaksanaan
Musrenbang Kelurahan
dan Kecamatan, draft
Surat Kepala Bappeda Kota
Dumai kepada Camat
Perihal Permintaan Jadwal
Musrenbang Kelurahan
dan Kecamatan Tahun
2019

Januari 2019

dan Kecamatan Tahun 2015

Jadwal Musrenbang Kelurahan

Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 83

RKPD

Penyusunan Rancangan

rancangan awal Renja,
rancangan RKPD provinsi,
RKP dan program strategis
nasional

Februari -
minggu | April
2019

awal RKPD Kota Dumai

Hasil penyempurnaan rancangan |Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 88;

proses peryempurnaan rancangan awal
RKPD kabupaten/kota berdasarkan
rancangan awal Renja yang telah di
vaerifikasi Bappeda dan hasil penelaahan
terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP
dan program strategis nasional




Kota di Kelurahan

hadir, nara sumber, Berita
Acara, Daftar Usulan dan
Isian hasil rembuk RT

Isian hasil musrenbang
Kelurahan

no A feiaksans Shonn fok
- Fengauan -<_ I Hasil penyempurnaan Disposisi Surat Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 89;
rancangan awal rancangan awal RKPC Kota BAPPEDA kabupaten/kota mengajukan
RKPD Dumai, draft surat rancangan RKPD kaoupaten/kota
pengajuan rancangan kepada bupat/wali kota melalui
RKPD sekretaris Daerah dalam rangka
memperoleh persetujuan terkait :
rancangan RKPD kabupaten/kota dan
pelaksanaan Musrenbang RKPD
v kabupatan/kota
Pelaksanaar Musrenbang Undangan, Tempat, daftar [PL Minggu |l Jan |Berita Acara, Daftar Usulan dar |Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 83,
EKPD Kabupaten/kota hadir Isian hasil rembuk RT Pelaksanaan Rembuk RT
- Musrenbang RKPD Undangan, Tempat, daftar |PL Minggu IV jan |Berita Acara, Daftar Usulan dan |Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 83,

o8 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan,
Tata cara pengajuan daftar usulan
desa/kelurahzn berpedoman pada
Peraturan Menteri mengenai pedoman
pembangunan desa.

= Musrenbang RKPD
Kota dl Kecamatan

Undangan, Tempat, daftar
hadir, narasumber, Berita
Acara, Daftar Usulan dan
Isian hasil musrenbang
Kelurahan

PL Minggu Il
Februari 2019

Berita Acara, Daftar Usulan dar

Isian hasil musrenbang
Kecamatan

Permendagri B6 Tahun 2017 Pasal B3,
pasal 94, 98; Musrenbang RKPD
kabupat=n/kota di kecamatan, ferum
pembahasan hasil daftar usulan
desa/kelurahan di lingkup kecamatan
bertujuan untuk penajaman,
penyelarasan, klarifikasi dan
kesepakatan usulan rencana kegiatan
pembangunan desa/kelurahan, yang
diintegrasikan dengan prioritas
pembangunan Daerah di wilayah
kecamatan (BA, Daftar Usulan dan Isian
bahan uatuk musrenbang RKPD kota)

Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 84;
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
dibahas dengan pemangku kepentingan
dalam forum Perangkat Daerah/flintzs
perangkat Daerah untuk memperoleh
saran dan pertimbangan
periyempurnaan untuk Kemudian di

Akhir RKPD

Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal B3,
pasal 94; Musrenbang RKPD
kabupaten/kota

hasil Musrenbang RKPD
kota

RKPD

- Forum Perangkat Undangan, Tempat, daftar [PL Minggu Il Berita Acara Forum Perangkat
Daerah l hadir, nara sumber. Maret Daerah
- Musrenbang RKPD l Undangan, Tempat, daftar |PL minggu IV Berita acara kesepakatan hasil
Kota hadir, nara sumber, Berita |Maret 2019 Musrenbang RKPD kota
Acara, Daftar Usulan dan
Isian hasil musrenbarg
Kecamatan
Perumusan Ranczngan Berita acara kesepakstan |PL Minggu | April | Draft Dokumen Rancangan Akhir

Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 100;
merupakan proses penyempurnaan
rancangan RKPD kaoupaten/kcta
menjadi rancangan akhir RKPD

kabupatzn/kota berdasarkan berita




« Penyempuman Draft Surat, Draft PL Minggu | April |Disposisi Surat, Dokumen permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 101;
Rancangan akhir Dokumen Rancangan Akhir Rancangan Akhir RKPD, program |disampaikan kepada Sekretaris Daerah
RKFD dan kegiatan Perangkat Daerah |untuk dibahas oleh seluruh kepala
telah diakomodir dalam Perangkat Daerah bertujuan untuk
rancangan akhir RKPD memastikan program dan kegiatan
Perangkat Daerah telah diakomodir
dalam rancangan akhir RKPD.
- Penyelesaian Draft Dokumen Rancangan |PLminggu IV |Dokumen Rancangan Akhir RKPD|Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 101;
Rancangan Akhir Akhir RKPD Moei Rancangan akhir diselesaikan paling
lambat pade akhir bulanMel |
- Penyampaian Surat Permohonan PLMinggu IV |Fasilitasi Gubernur melalui Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 102;
rancangan Perkada Fasilitasi, rancangan akhir |Mei kepala Bappeda Provinsi bupati/wali kota menyampaikan
tentang RKPD RKPD, berita acara terhadap Perkada tentang RKPD |rancangan Ferkada tentang RKPD
kepada gubernur kesepakatan Musrenbang Kota Dumai gubernur melalui kepala BAPPEDA
melalui kepala -‘ RKPD, hasil pengendalian provinsi untuk difasilitasi, Hasil fasilitasi
BAPPEDA provinsi dan evaluasi perumusan disampaikan dalam bentuk surat
untuk difasilitasi kebijakan perencanaan Walikota melalui kepala BAPPEDA
pembangunan tahunan, provinsi sebagai bahan penyempurnaan
gambaran konsistensi rancangan Perkada tentang RKPD
program dan kerangka kabupaten/kota
pendanaan antara RPIMD
dan RKPD
Penetapan RKPD Hasil Fasilitasi Rancangan |PL Bulan Juni Rancangan Perkada tentang Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 103;
Perkada tentang RKPD RKPD yang telah disempurnakan |Rancangan Perkada tentang RKPD yang
telah disempurnakan disampaikan oleh
kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah
melalul Sekretaris Daerah untuk
persetujuan untuk penetapan dan
pengundangan, disampaikan paling
lambat 2 (dua) minggu setelah
pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada
tentang RKPD
= Penetapan Parwako Konsep Peraturan Wali PL Bulan Juni Peraturan Wali Kota tentang Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 104;
tentang RKPOD Kota Kota tentang RKPD kota RKPD kota Bupati/wall kota menetapkan Peraturan
Bupati/Wali Kota tentang RKPD
kabupaten/kota paling lambat 1 {satu)
minggu setelah RKPD Provinsi
n
* | Fehyarnpaian Peraturan Wali Kota PLBulan Juni  |Penyampaian RKPD Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 107;
Peraturan Wali Kota tentang RKPD kota dan kabupaten/kota Tahun 2020, Bupati/wali kota menyampaikan
tentang RKPD kota hasil penilaian konsistensi digunakan sebagai bahan Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang
dan *‘1"'5“ p:en]laian program antara RKPD evaluasi penyusunan Rancangan |RKPD kabupaten/kota dan hasil
konsistensi program dengan RPJMD tahun KUA dan PPAS dan bahan penilaian konsistensi program antara
antara RKPD dengan berkenaan kepada sinkronisasi penyusunan RKPD dengan RPIMD tahun berkenaan
RPJMD tahun gubernur melalui BAPPEDA rancangan peraturan daerah kepada gubernur melalui BAPPEDA
berkenaan kepada provinsi anggaran pendapatan dan provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari
gubernur melalui belanja daerah Tahun Anggaran |setelah ditetapkan.
BAPPEDA provinsi 2020




